BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2014

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 23
Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Gaji Guru
Bantu Daerah Se Provinsi Riau Tahun 2014, Pemerintah
Kabupaten Bengkalis mendapatkan alokasi bantuan keuangan
untuk gaji guru bantu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang ‘Pemeriksaan

. Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran" g

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

 Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
" Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Nomor 442 1); , L
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan" 5

. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana .telah diubah terakhir dengan

k"';Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang -
- Pemerintahan Daeah (Lembaran Negara Republik Indonesia
~Tahun 2008. ‘Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk :

e :“Indonesm Nomor 4844);

2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan o
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

v ,}ji ~ (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
e ,Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 4438),

11,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Repubhk AR
‘Indonesia Nomor 4438);

'Undang Undang ‘Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
. Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara.
o Repubhk Indonesm Nomor 5234);

12,

Peraturan Pemermtah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
 Kedudukan Protokoler dan Keuangan P1mp1nan dan Anggota
- DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor -

90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4416) sebaga1mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

~ Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan ‘Atas Peraturan

Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

- Keuangan P1rnp1nan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara -
~~Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, ~ Tambahan
] Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 4540); i
13.
- Pengelolaan Keuangan Badan- Layanan Umum (Lembaran

Peraturan : Pemermtah Nomor‘ 23 Tahun ' 2005 tentang

| Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
. Lembaran Negara Repunblik Indonesia Nomor 4502),

14, ;
.~ Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 -

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 ‘tentang Plnjaman

 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Repunbhk Indonesia
3 Nomor 4574), il , : :

15

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

- Perimbangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia” Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repunbhk'
R Indonesia Nomor. 4575), ' , .



16,

7‘»Peraturan Pemerlntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstem |
- Informasi Keuangan Daerah - (Lembaran ‘Negara Repubhk

‘“i'f,'f"Indonesm Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara _

17

’“Repubhk Indonema Nomor 4576)

_iPeraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran ‘Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
S flk}jf‘iTambahan Lembaran Negara Repunbhk Indonesm ‘Nomor 4577), ‘
'18. Peraturan Pemermtah 'Nomor 58 Tahun 2005 tentang
. .Pengelolaan ‘Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

" Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara '

L "‘Repunbhk Indones1a Nomor 4578),

19,

‘Peraturan Pemerlntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman o
Penyusunan dan Penerapan = Standar ' Pelayanan Minimal

. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
f":.jfTambahan Lembaran Negara Repunblik Indonesna Nomor 4585), -

20.

Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
‘Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
.- Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2005

~ Nomor 165);

2L

. Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
SRR ’Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
- .Republik -Indonesia Tahun 2006 - Nomor 25, Tambahan :

: f,,';Lembaran Negara Repunbhk Indonesia- Nomor 4614), ‘

oo,

Peraturan Pemermtah Nomor . 38 Tahun 12007 tentaﬁg'
~ Pembagian Urusan  Pemerintahan antara ~-Pemerintah,

‘k.'k‘Pemerlntahan ‘Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
. Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |

.23,

: 2007 . Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
T_VIndonesm Nomor 4737),

f‘Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan,

i Penghas1lan Bag1 Guru Pegawa1 Negerl Slpll Daerah ,
" 24.. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
. Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

k?;;dan Retribusi’ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 119 Tambaha Lembaran Negara Repubhk

S _Indonesia Nomor 5161), ’ » ;
. 25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
- Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

" Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repubhk '

E _'Indones1a Nomor 5165);

26,
- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana telah

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nornor 13 Tahun 2006 tentang

diubah  terakhir dengan Peraturan Menter1 ‘Dalam - Negeri
~Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan

27

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
'Pengelolaan Keuangan Daerah : :

fPeraturan Menten Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang

~ Pedoman Penyusunan - Anggaran Pendapatan dan BelanJa

08,

Daerah’ Tahun Anggaran 2014;.
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07 Tahun 2008

" ‘tentang - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

~ Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis

: ,'Tahun 2008 Nomor 07), ‘




29 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun 2009
s _}ftentang ‘Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
~ Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2009 Nomor 03); -

Ao “~3QF‘.}?\?:Peraturan Bupatl Bengkahs Nomor 28 Tahun 2014 tentang‘ i

. ~Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Kabupaten Bengkalis &
o ._Tahun Anggaran 20 14 ‘ S :

M{EMUTZUSKAN' .

. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

- BUPATI BENGKALIS NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN

':‘.'PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS i

' TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

,»_ Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupatl Bengkahs Nomor 28

- . Tahun 2014 tentang Anggaran: Pendapatan dan. Belanja Daerah
B Kabupaten Bengkahs Tahun Anggaran 2014 dlubah sebaga1 berlkut "
1. Ketentuan Pasal 1 dlubah sehmgga Pasal 1 berbuny1 sebagal :
berlkut sy : ‘ G s

‘ Pasall

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Al’lggaran 201 4 el

sebaga1 berlkut

1. Pendapatan Dacrah ~ Rp. 3. 532‘245 382.219, oo |

| '2.“'JBelanjei‘Daerah © . Rp. 4.677. 245 382. 219 00
; fSurplus/Deﬁs1t L V(Rp 1, 145 ooo 000 000 00)
3. Pemblayaan Daerah S - U ', S
A Penerlmaan L Rp 1.150.‘000.000‘.1000,007.A_
b 'Péngéluaféﬁ'? ~ Rp.  5.000.000.000,00
~ Pembiayaan Netto  Rp. 1.145.000.000.000,00

e Slsa Leb1h Pemblayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0, OO 7
2 Ketentuan Pasal 2 d1ubah sehlngga Pasal 2 berbuny1 sebagal»
berlkut S S , ‘ '
PaééilQ ‘

(1) Pendapatan Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1
~ terdiri dari: .

- a. Pendapatan g Ash: : Daerah ' . "”"",Vs"ej-umlah
St {-Rp 281. 446 579. 400 00 . LR e T
b, 'Dana Perlmbangan sejumlah Rp 3 055 900 091 819 ,00

¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah , sejumlah
Rp 194 898 711 000, OO : , : ;



@
(1) huruf a, terd1r1 dari j jenis pendapatan ;
"'a.'ijaJak Daerah sejumlah Rp. 46. 260 555 400 oo |

‘ b 3 Retrlbu31 Daerah sejumlah Rp. 45 002 924 000, OO

Pendapatan Ash Daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat'

c.“‘Hasﬂ pengelolaan kekayaan daerah yang d1plsahkan

* - sejumlah Rp. 30.800.000.000,00

\f‘-‘{rd.”i‘Laln lain Pendapatan Asli _Daerah yang sah sejumlah L

: 7Rp 159 383 100. OOO 00

Dana perlmbangan sebaga1mana d1maksud pada ayat L
v -huruf b, terdlrl dar1 _]enls pendapatan : S

i al Dana bag1 hasﬂ sejumlah Rp 2. 959 384 033 819 OO

b, ‘Dana alokasi umum sejumlah Rp. 60 777. 928. 000,00

c. Dana alokas1 khusus sejumlah Rp 35.738. 130. OOO 00 -

~ Lain-lain f pendapatan ‘daerah yang sah ,sebagalmana‘
. dimaksud pada ayat (1) huruf c, vterdlrlbr;dar,i - jenis

o f-pendapatan

a. H1bah sejurnlah Rp 0,00

. :Dana darurat se_]umlah Rp. 0 OO

RSN o : ,
R c Dana Bag1 Has11 PaJak sejumlah Rp 50 OOO OOO OOO OO
i

. Dana Penyesua1an ‘dan  Otonomi Khususk ,»sejumlahv'

 Rp. 187.764.711.000,00

e'.;f’Bantuan keuangan dari provinsi- atau dar1 pemermtah R

o ;:‘,:”»i"daerah lalnnya sejumlah Rp 7 134 000 000 00

3 Ketentuan Pasal 3 dlubah sehlngga Pasal 3 berbuny1 sebagal ‘_ St

= . ‘,}berlkut

Pasal 3

Belanja Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1

- ;: terdiri dari:.

a. Belanja "i" T1dak | .Langsung; 'sejunﬂah

Rp. 1.469. 989 606.320,22

e i . b BelanJa Langsung se_]umlah Rp. 3. 207 255 775 898 78 !

f Belanja Tldak Langsung sebagalmana dlmaksud pada
. ayat (1) huruf a, terdiri dari j Jjenis belanja:-

Belanja pegawal sejumlah Rp. 944. 154 682 190 OO e

a.
b BelanJa bunga seJumlah Rp 0, OO ; ,
— “ck;:f}BelanJa subs1d1 sejumlah Rp. 11. 426 180 OOO OO
e ";fd'."‘BelanJa h1bah sejumlah Rp. 108. 506 174 600 OO ,
e. foBelanja bantuan sosial sejumlah Rp 5. 446 338 000, oo
£ .
g

[‘Belanja bag1 has11 se_]umlah Rp. O OO

. Belanja ~ bantuan - ’keuangan ‘b‘snejurknlah". o

'Rp 395.4109. 379 000,00

- h. BelanJa tldak terduga sejumlah Rp 5 036 852 530 22
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(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 174.160.604.979,00

b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah
Rp. 878.971.461.912,76

c. Belanja modal sejumlah Rp. 2.154.123.709.007,02

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis

—_— —_— pada tanggal Mei 2014
KJPATI

LIS 4—
% H. HE

IYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 12 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. HANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 34




